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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pengelolaan aset daerah harus berlandaskan pada asas akuntabilitas publik, 

meliputi akuntabilitas kejujuran dan legalitas, akuntabilitas proses, dan 

akuntabilitas kebijakan. Pengelolaan aset yang baik melibatkan organisasi untuk 

mencapai laporan aset yang baik, dengan mempertimbangkan aset sebagai barang 

yang memiliki nilai tukar ekonomi, nilai komersial, dan nilai tukar yang dimiliki 

oleh suatu instansi pemerintah atau perseorangan untuk meningkatkan pelayanan 

dan memajukan organisasi yang dikelola. Standar pengelolaan aset memiliki siklus 

yang mempertimbangkan strategi pengelolaan sebagai bagian dari siklus hidup aset 

mulai dari perencanaan hingga pelepasan, yang bertujuan untuk menemukan biaya 

jangka panjang yang terendah ketika membuat keputusan pengelolaan aset.  

Pemerintah daerah memiliki tugas untuk menyelesaikan kekacauan 

administrasi dalam inventarisasi seperti pendataan yang tidak akurat, kurangnya 

pengawasan dalam pengalihan aset daerah, salah satunya adalah pemerintah daerah 

di tingkat Kelurahan, khususnya Kelurahan Menteng di Jakarta Pusat. Salah satu 

kewenangan pemerintah daerah tingkat Kelurahan adalah pengelolaan aset tetap. 

Kelurahan Menteng Jakarta Pusat sudah melakukan pengelolaan aset dengan baik 

akan tetapi dalam pelaporan nya masih terjadi ketidaksamaan data antara pengelola 

barang dengan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta dan sumber 

daya manusia yang belum memadai. 

B. Saran 

Kelurahan Menteng Jakarta Pusat harus melakukan rekrutmen staf yang 

memiliki pengalama di bidang pengelolaan aset, melakukan seleksi ketat untuk 

bisa mendapatkan staf yang kopeten serta berkmitmen, melakukan 

pengembangan kapasitas sumber daya manusia, melakukan standarisasi 

pendataan agar tidak terjadi kembali ketidaksamaan data, peningkatkan kualitas 
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data dengan cara memastikan ulang data secara bertahap, meningkatkan 

kerjasama antar staf pengelola agar bisa membangun komunikasi yang baik. 
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